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NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL PNS 

ABSTRAK : - bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur 
Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah 

melakukan Penyesuaian nomenklatur pada jabatan 
pelaksana 

 
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan hasil analisis jabatan dan 
analisis beban kerja pada jabatan pelaksana dan jabatan 
fungsional, perlu menetapkan nomenklatur jabatan 

pelaksana dan jabatan fungsional 
 

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan; Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; Peraturan 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5); Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 

(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 
28) 

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 9 Januari 2020 dan ditetapkan 9 Januari 
2020 

 

 


